Rencana Kerja Sub Direktorat Perlindungan Aparat Penegakan Hukum
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2025

Direktorat Penegakan Hukum merencanakan penyelenggaraan kegiatan koordinatif
dan strategis sepanjang tahun 2025 dalam rangka memperkuat sistem pelindungan
terhadap Aparat Penegak Hukum (APH), saksi, dan kerja sama kelembagaan lintas
sektor. Perencanaan dilakukan secara sistematis, dengan mengatur intensitas

kegiatan berdasarkan

Fokus | & Il (Februari - Agustus): Penguatan Koordinasi Pelindungan APH

Periode awal tahun akan difokuskan pada penguatan koordinasi dalam rangka

pelindungan APH. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah:

« Rapat Koordinasi Pelindungan APH: Intensitas rapat koordinasi pelindungan
APH akan dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap bulan, dimulai dari bulan
Februari hingga Agustus. Rapat ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkini
terkait ancaman dan risiko terhadap APH, menyusun strategi pencegahan dan

penanganan, serta memperkuat sinergi antar instansi terkait.

Fokus lll & IV (September - November): Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pelindungan APH

Setelah periode penguatan koordinasi, fokus akan beralih pada monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pelindungan APH di lapangan. Kegiatan utama pada periode

ini adalah:

« Rapat Monitoring Pelaksanaan Pelindungan APH: Rapat monitoring akan
dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap bulan, dimulai dari bulan September
hingga November. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi
dan tindakan pelindungan yang telah diimplementasikan, mengidentifikasi

kendala dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.



Kegiatan Sepanjang Tahun: Koordinasi Pelindungan Saksi dan Penyusunan

Pedoman Kerja

Selain fokus utama pada pelindungan APH, kegiatan lain yang akan

dilaksanakan sepanjang tahun adalah:

e Rapat Koordinasi Pelindungan Saksi
diselenggarakan 4 kali sepanjang tahun. Jadwal pelaksanaan rapat ini akan
disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan lainnya untuk memastikan
partisipasi efektif dari pihak-pihak terkait. Rapat ini bertujuan untuk membahas
kasus-kasus pelindungan saksi, mengidentifikasi kebutuhan spesifik, dan
memastikan implementasi langkah-langkah pelindungan yang tepat.

« Rapat Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen
Pemasyarakatan

Dijadwalkan sebanyak 5 kali, sejak Februari hingga Juni
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